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Abstrak 
Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau 
badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya 
kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
konstruksi hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan 
Bermotor (BPKB) di Koperasi Simpan Pinjam Enggal Magetan, tanggung jawab 
hukum para pihak dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Buku Pemilik 
Kendaraan Bermotor (BPKB) di Koperasi Simpan Pinjam Enggal Magetan dan 
Problematika apa yang muncul dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan Buku 
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Koperasi Simpan Pinjam Enggal 
Magetan. Jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan kontruksi 
hukum dalam perjanjian kredit dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor 
(BPKB) di koperasi simpan pinjam enggal magetan dibuat dalam bentuk tertulis 
dibawah tangan. Perjanjian kredit tersebut telah sesuai dengan syarat sahnya 
perjanjian yaitu sepakat bahwa mereka telah mengikatkan dirinya, kecakapan para 
pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu atau sebab yang halal, hal 
ini sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. 
problematika yang timbul dalam perjanjian kredit dengan jaminan buku pemilik 
kendaraan bermotor di koperasi simpan pinjam enggal magetan ketidaksesuaian 
atas nama barang yang dijaminkan dengan atas nama debitur atau barang obyek 
jaminan merupakan milik pihak ketiga. 
 
Kata Kunci:   perjanjian, kredit, jaminan bpkb 
 
Abstract 
Credit is a financial facility that allows a person or business entity to borrow 
money to buy products and repay them within a specified time period. This study 
aims to determine the legal construction of a credit agreement with the guarantee 
of a Motorized Vehicle Owner's Book (BPKB) in a Magal Enggal Savings and 
Credit Cooperative, the legal responsibility of the parties in a Credit Agreement 
with a Motorized Vehicle Owner's Book Guarantee (BPKB) in a Saving and 
Credit Enggal Magetan Cooperative Cooperative and Problems what appears in 
the Credit Agreement with the guarantee of a Motorized Vehicle Ownership Book 
(BPKB) in the Magga Enggal Savings and Credit Cooperative. Descriptive 
research type. The results of the study showed that legal construction in the credit 
agreement with the book guarantee of the owner of a motor vehicle (BPKB) in the 
Magetan savings and loan cooperative was made in written form under the hand. 
The credit agreement is in accordance with the legal terms of the agreement, 
which is agreed that they have bound themselves, the ability of the parties to make 
an agreement, a certain matter or legal reason, this is in accordance with article 
1320 of the Civil Code. problems arising in the loan agreement with the book 
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guarantee of the owner of a motorized vehicle in a savings and credit cooperative 
and a non-conformity in the name of the goods pledged as collateral on behalf of 
the debtor or the object of collateral belong to a third party. 
 
Keywords: agreement, credit, bpkb guarantee 
 
1. PENDAHULUAN  
Dalam rangka pembangunan perindustrian dan ekonomi suatu negara maka perlu 
dibutuhkan dana yang besar. Kebutuhan dana yang besar itu hanya dapat dipenuhi 
dengan memberdayakan secara maksimal sumber – sumber dana tersebut. Sumber 
dana yang utama dan yang terpenting adalah lembaga perbankan, lembaga 
keuangan non bank, yang salah satunya adalah koperasi (Saliman dan Jalis, 2008). 
Berdasarkan pasal 1 Angka 1 Undang – Undang nomor 17 tahun 2012 
tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa: 
“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau 
badan hokum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya 
sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan 
kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan 
nilai dan prinsip koperasi”. 
 
Dalam Perannya Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 
semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Koperasi Simpan 
Pinjam menjadi salah satu alternative bagi masyarakat untuk mendapatkan dana 
dalam upaya memperbaiki taraf hidup, pemenuhan kebutuhan sehari – hari dan 
mengembangkan usaha (Suryani, Lestari dan Lestari, 2008). Sesuai dengan 
Undang – Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian bahwa cakupan 
usaha koperasi menjadi luas, tidak hanya melayani kebutuhan anggota, tetapi juga 
masyarakat pada umumnya, maka Koperasi Simpan Pinjam pun juga mempunyai 
nasabah yang tidak hanya terbatas pada anggota, tetapi juga masyarakat umum. 
Tujuan pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Subandi, 2017). Pernyataan mengenai 
tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 4 Undang – Undang nomor 17 tahun 
2012 yang berbunyi: 
“koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya 
dan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak 
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terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan 
berkeadilan. Hadirnya koperasi merupakan salah satu jawaban dari 
persoalan – persoalan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat lemah, 
pengusaha kecil dan menengah”. 
 
Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, maka 
perlu dilakukannya progam – progam yang dapat meningkatkan taraf hidup 
masyarakat. Salah satunya adalah progam pemberian kredit kepada masyarakat 
sehingga memperkuat permodalan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup 
masyarakat pada umumnya (Hermansyah, 2005).  
Dalam hal ini koperasi kredit dapat dibentuk pada setiap bidang usaha atau 
koperasi. Kegiatan simpan pinjam diorganisasikan dalam koperasi kredit amat 
diperlukan pada koperasi konsumsi, koperasi penjualan, koperasi jasa maupun 
koperasi produksi (Hudiyanto, 2002).  
Dasar dari suatu perjanjian kredit adalah diatur dalam pasal 1 angka 32 
Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 
02/PERM/M.KUKM/II/2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, 
dijelaskan bahwa: 
“Kredit atau Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
pinjam – meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan 
pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 
disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan”. 
 
Lembaga Perbankan, lembaga keuangan non bank yang dalam 
menyalurkan dana dalam bentuk kredit pada pihak – pihak yang membutuhkan 
dana tidaklah mudah, karena harus memenuhi persyaratan – persyaratan yang 
ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan. Salah satu persyaratan terpenting 
untuk memperoleh fasilitas kredit adalah adanya jaminan dan agunan. Dan dalam 
perkembangannya jaminan dan agunan tersebut haruslah barang – barang yang 
bermutu tinggi dan mudah diperjual belikan (Saliman, Hermansyah dan Jalis, 2008). 
Tidak dapat disangkal, bahwa pembangunan ekonomi diberbagai 
sektornya, terutama kegiatan – kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis 
akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan melalui kredit dan pemberian 
fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkannya jaminan 
4 
dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata – mata 
berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur agar dana yang telah 
diberikan kepada debitur dapat dikembalikan segala pinjamannya secara teratur 
dan lancar sesuai jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan persyaratan dan 
perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. 
Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang 
atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya 
kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 
menyebutkan bahwa kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 
Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian Pasal 1 ayat (14) Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi 
Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang 
mewajibkan Peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dari 
membayar jasa. 
Kreditur mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi 
keamanan dana serta kepastian hukumnya. Istilah jaminan yaitu zekerheid atau 
cautie yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi kreditnya kepada 
kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai 
ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau hutang yang diterima debitur 
terhadap krediturnya. 
Yang dimaksud dengan jaminan itu sendiri adalah tanggungan yang 
diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur 
mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya 
dalam suatu perikatan. Pengertian jaminan juga menurut pasal 2 ayat (1) Surat 
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tentang jaminan 
pemberian kredit, maka jaminan adalah suatu keyakinan kreditur atas 
kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. 
Macam – macam dari jaminan kebendaan itu sendiri terdiri dari benda bergerak 
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dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak yang lazim diterima kreditur 
sebagai jaminan kredit dapat berupa tanah dan bangunan, kapal berukuran 20m
3 
keatas, sedangkan benda bergerak yang lazim diterima kreditur sebagai jaminan 
kredit dapat berupa kendaraan bermotor dan alat berat, deposito, tagihan, stok 
barang. Benda bergerak yang dijadikan sebagai jaminan dapat dibebankan hak 
gadai dan hak fidusia. Hak gadai diatur dalam buku II pasal 1150 – 1160 Kitab 
Undang – Undang Hukum Perdata. 
Dalam pasal 1150 KUH Perdata dinyatakan bahwa gadai adalah suatu hak 
yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya 
oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang dan 
memberikan kewenangan kepada kreditur umtuk mendapat pelunasan dari barang 
tersebut terlebih dahulu dari kreditur – kreditur lainnya, kecuali biaya untuk 
melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara 
benda itu, biaya – biaya yang sama harus didahulukan. Sedangkan hak fidusia 
adalah jaminan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa 
benda yang hak kepemilikkannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik 
benda.. Perjanjian fidusia sendiri harus didaftarkan atau dicatat dalam sertifikat 
kepemilikannya. 
Salah satu benda bergerak yang dapat dijadikan jaminan adalah kendaraan 
bermotor. Hak kebendaan atas kebendaan atas kendaraan bermotor ditandai 
dengan kepemilikan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) yang dapat  
dijadikan jaminan kebendaan, karena kendaraan bermotor memiliki nilai dan atau 
harga. Sehingga pada saat ini sudah selayaknya apabila debitur sebagai penerima 
kredit dan kreditur sebagai pemberi fasilitas kredit serta pihak lain memperoleh 
perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat kepastian 
hukum. 
Mengenai fidusia diatur dalam Undang – Undang nomor 42 tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda 
atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Maka objek yang 
dijaminkan sebagai jaminan adalah BPKB sebagai tanda kepemilikan yang 
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dialihkan, sedangkan kendaraan bermotornya masih dalam kekuasaan debitur dan 
masih tetap dipakai. 
Perjanjian kredit menurut islam terdapat dalam HR. Bukhori Nomor 2393 
yang berbunyi : 
“Sesungguhnya yang paling diantara kalian adalah yang paling baik dalam 
membayar hutang”. 
 
Berdasarkan hadist tersebut, islam telah mengajarkan bahwa dalam 
perjanjian kredit seorang debitur atau berhutang berkewajiban untuk membayar 
hutangnya, bahkan dalam hadist diatas dijelaskan bahwa yang paling diantara 
kalian adalah yang paling baik membayar hutang, maka dapat diartikan bahwa 
orang yang paling baik dalam hal menjalankan perjanjian kredit adalah orang 
yang mampu melunasi hutangnya dengan baik sesuai dengan perjanjian kredit 
yang telah disepakati. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis sangat tertarik untuk 
melakukan penulisan selanjutnya yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul 
“TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN 
KREDIT DENGAN JAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN 




Metode penelitian menggunakan metode pendekatan doktrinal yang bersifat 
normatif karena yang diteliti adalah aspek hukum, asas hukum, kaidah hukum 
terhadap isi perjanjian kredit dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 
di Koperasi Simpan Pinjam Enggal Magetan dengan melihat hukum yang terkait 
Kitab Undang –Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang nomor 17 tahun 
2012 tentang Perkoperasian. Menggunakan jenis penelitian penelitian deskriptif. 
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan 
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek 
penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak (Soerjono dan 
Rahman, 2003). Yaitu dengan mendiskripsikan bentuk dan isi terkait Perjanjian 
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Kredit dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor di Koperasi Simpan 
Pinjam Enggal Magetan. Menggunakan jenis data sekunder berupa berupa Akta 
Perjanjian Kredit/Utang dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor di 
Koperasi Simpan Pinjam Enggal Magetan.  
Teknik pengumpulan data melalui tinjauan kepustakaan. Metode ini 
dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti mencari, 
menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, 
pendapat sarjana, dan data sekunder lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan 
dalam penelitian ini. Bahan dasar penelitian kepustakaan ini dapat merupakan 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana kedua bahan tersebut 
mempunyai karakteristik dan jenis yang berlawanan (Suratman dan Dillah, 2013). 
Metode analisis menggunakan metode analisis Analisis data adalah mekanisme 
mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan 
uraian sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterapkan oleh 
data (Lexy, 2006).  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Kontruksi Hukum dari Perjanjian Kredit dengan Jaminan Buku Pemilik 
Kendaraan Bermotor di Koperasi Simpan Pinjam Enggal Magetan 
Konstruksi hukum dari perjanjian kredit tersebut berbentuk tertulis yang dibuat 
dibawah tangan. Konstruksi hukum dari perjanjian kredit tersebut berbentuk 
tertulis yang dibuat dibawah tangan yang berjudul “PERJANJIAN PENGAKUAN 
HUTANG DENGAN MEMAKAI JAMINAN FIDUCIA” dengan nomor: 
05861/PH/ENG-BYO/X/2018, didalamnya memuat perjanjian kredit itu sendiri 
yaitu adanya sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur yang 
terdapat adanya kausa yang halal yaitu bahwa kredit tersebut digunakan untuk 
modal usaha. Hal ini merupakan kausa yang diperbolehkan, kemudian adanya 
para pihak yang yaitu koperasi simpan pinjam enggal magetan sebagai kreditur 
dan Sugianto sebagai debitur serta adanya suatu jaminan kredit tersebut berupa 
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan atas nama Sugianto. 
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Sebagai suatu perjanjian kredit antara kreditur yaitu Koperasi Simpan 
Pinjam Enggal Magetan sebagai pemberi kredit dengan Debitur yaitu Sugianto 
sebagai penerima kredit sebagai penerima kredit telah didasarkan pada ketentuan 
hukum sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab 
Undang – Undang Hukum Perdata, syarat subyektif dan obyektif yaitu sepakat 
mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 
suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. 
Syarat pertama adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, syarat 
pertama tersebut telah terpenuhi dalam perjanjian pengakuan hutang dengan 
nomor: 05861/PH/ENG-BYO/X/2018 dapat dilihat dari para pihak yang telah 
menandatangani perjanjian kredit tersebut oleh para pihak pertama yaitu Wiwik 
Pratiwi selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam Enggal Magetan selaku pemberi 
kredit dengan dibantu oleh petugas Koperasi Simpan Pinjam Enggal yaitu 
Katmini Nur Laili sebagai petugas administrasi bahwa pihak kreditur 
menerangkan telah memberikan kredit kepada pihak kedua (debitur) yaitu 
Sugianto. yang telah mengikatkan dirinya untuk menerima kredit dari pihak 
pertama (kreditur). 
Syarat kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan, kecakapan 
tersebut dapat dilihat dan diketahui pada saat perjanjian kredit tersebut dibuat 
yaitu pihak pertama (kreditur) yang bernama Wiwik Pratiwi yang berjabatan 
sebagai Manager Koperasi Simpan Pinjam Enggal dari jabatan tersebut dapat 
diketahui bahwa pihak pertama memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan dan 
kelangsungan kegiatan koperasi dan tanggung jawab tersebut maka pihak pertama 
yaitu Wiwik Pratiwi telah cakap untuk membuat suatu perikatan, kemudian pihak 
kedua (debitur) yang bernama Sugianto serta pihak kedua yang memiliki hak 
milik atas kendaraan yang ditandai dengan kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan 
Bermotor yang merupakan obyek yang dijadikan jaminan kredit tersebut, maka 
pihak kedua telah mempunyai kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 
Syarat ketiga yaitu adalah Suatu hal tertentu yaitu tertuju pada obyek yang 
diperjanjikan yang berdasarkan pasal 1333 Kitab Undang – Undang Hukum 
Perdata yang menjelaskan suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang 
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yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Dalam perjanjian kredit di Koperasi 
Simpan Pinjam Enggal Magetan dengan nomor: 05861/PH/ENG-BYO/X/2018, 
obyek perjanjian kredit itu sendiri yaitu berupa penyediaan pinjaman sejumlah 
uang yang besarnya Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang 
dicantumkan pada pasal 1(satu) dari adanya suatu hal tersebut maka perjanjian 
kredit di Koperasi Simpan Pinjam Enggal Magetan dengan nomor: 
05861/PH/ENG-BYO/X/2018 telah memenuhi syarat ketiga dari keempat syarat 
sahnya perjanjian.  
Kemudian syarat yang terakhir adalah suatu sebab yang halal, dalam suatu 
perjanjian tidak diperbolehkan melakukan suatu hal yang dilarang yaitu 
bertentangan dengan suatu peraturan perundang – undangan dan hukum, 
ketertiban umum dan kesusilaan, karena suatu hal yang palsu dan dapat 
merugikan seseorang. Dalam perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Enggal 
Magetan dengan Nomor: 05861/PH/ENG-BYO/X/2018 yang menjadi sebab 
adalah pihak debitur mencari kredit kepada pihak pertama berupa pemberian uang 
yang menjadi obyek kredit sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu 
Rupiah) dan pihak debitur menyerahkan jaminan kredit berupa Buku Pemilik 
Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga sebab dalam perjanjian kredit dengan 
jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor di Koperasi Simpan Pinjam Enggal 
dengan nomor: 05861/PH/ENG-BYO/X/2018 adalah suatu sebab yang halal dan 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan , ketertiban umum 
dan kesusilaan.  
Berdasarkan analisis diatas mengenai syarat sahnya perjanjian, maka dapat 
disimpulkan, syarat pertama dan kedua adalah subyektif dalam sahnya suatu 
perjanjian, maka dari itu, akibat hukum apabila tidak terpenuhinya syarat pertama 
dan kedua maka berakibat dapat dibatalkan, sedangkan syarat sahnya suatu 
perjanjian yang ketiga dan keempat merupakan syarat obyektifnya suatu 
perjanjian, apabila tidak terpenuhinya syarat ketiga dan keempat tersebut maka 
berakibat batal demi hukum. Dalam hal ini perjanjian kredit dengan jaminan Buku 
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah memenuhi semua syarat 
subyektif maupun Obyektif dalam sahnya suatu perjanjian. Terpenuhinya ke 
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empat syarat sahnya perjanjian diatas dan telah disetujuinya perjanjian kredit 
tersebut oleh para pihak yaitu kreditur dan debitur ditandai dengan 
ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut maka mengakibatkan mengikat bagi 
para pihak dan perjanjian kredit tersebut yang dibuat sah sesuai dengan 1320 
Kitab Undang – U ndang Hukum Perdata maka berlaku sebagai undang – undang 
bagi mereka yang membuatnya yaitu koperasi simpan pinjam enggal magetan 
sebagai kreditur dan Sugianto sebagai debitur. Hal tersebut telah sesuai dengan 
ketentuan pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. 
3.2 Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit dengan 
Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Koperasi 
Simpan Pinjam Enggal Magetan       
Kewajiban kreditur adalah menyerahkan pinjaman atau kredit berupa uang kepada 
debitur sesuai dengan besarnya pada perjanjian kredit. Hak kreditur adalah 
memperoleh angsuran pokok beserta jasa atau bunganya sesuai yang telah 
diperjanjikan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati kedua pihak. Hak 
debitur sendiri yaitu menerima pinjaman dana atau kredit yang diberikan oleh 
kreditur sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan kewajiban debitur adalah 
membayar pokok angsuran dan jasa atau bunga sesuai dengan apa yang telah 
ditentukan oleh pihak kreditur dan dalam jangka waktu tertentu pada peerjanjian 
kredit. Penentuan jangka waktu tersebut tergantung pada keinginan dan 
kemampuan debitur. 
Suatu perjanjian kredit yang telah terjadi menimbulkan suatu tanggung 
jawab bagi para pihak yang dalam perjanjian kredit tersebut, demikian juga yang 
terjadi dalam suatu perjanjian kredit nomor: 05861/PH/ENG-BYO/X/2018 antara 
kreditur yaitu koperasi simpan pinjam enggal magetan dan debitur yaitu Sugianto. 
Mengenai Hak dan kewajiban sendiri diatur dalam BAB XIII KUH 
Perdata mengenai PINJAM PAKAI HABIS (VERBRUIKLENING) Bagian 1 
Ketentuan ketentuan Umum Pasal 1754 yaitu : pinjam pakai habis adalah suatu 
perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang 
dapat habis terpakai kepada pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis 
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kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. 
(KUHPerd.505,1392,1740,1763) 
Pasal 1755, Berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima 
pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu, dan bila barang ini 
musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kerugian itu menjadi tanggungan 
peminjaman. (KUHPerd.1237,1741.) 
Bagian 2 mengenai kewajiban – kewajiban orang yang menjaminkan. 
Pasal 1759, pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang 
dipinjamkan sebelum lewat waku yang telah ditentukan didalam perjanjian. 
(KUHPerd.1269 dst.,1725,1750 dst., 1763.) Pasal 1760, jika jangka waktu 
peminjaman tidak ditentukan, maka bila pemberi pinjaman menuntut 
pengembalian barang pinjaman itu, pengadilan boleh memberikan sekedar 
kelonggaran kepada peminjam sesudah mempertimbangkan keadaan. 
(KUHPerd.1390). Pasal 1761, jika telah diperjanjikan, bahwa peminjam barang 
atau uang akan mengembalikannya bila ia mampu untuk itu, maka kalau pemberi 
pinjaman menuntut pengembalian uang atau barang pinjaman itu, pengadilan 
boleh menentukan waktu pengembalian itu sesudah mempertimbangkan keadaan. 
(KUHPerd.1256,1268.). Pasal 1762, ketentuan pasal 1753 berlaku juga dalam 
perjanjian pinjam pakai habis. (KUHPerd.1365 dst. 1504.) 
Bagian 3 mengenai mengenai kewajiban – kewajiban peminjam. Pasal 
1763, barang siapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam 
jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjadikan. 
(KUHPerd.1269 dst., 1392, 1754, 1756, 1759, bdk. S.  1937-585 Ordonansi atau 
Klausula  Emas). Pasal 1764, jika ia tidak mungkin memenuhi kewajiban itu, 
maka ia wajib membayar harga barang yang dipinjamnya itu, dengan 
memperhatikan waktudan tempat pengembalian barang itu menurut perjanjian. 
Jika waktu dan tempat tidak diperjanjikan, maka pengembalian harus dilakukan 
menurut nilai barang pinjaman tersebut pada waktu dan tempat peminjaman. 
(KUHPerd.1243dst.,1250,1393,) 
Bagian 4 mengenai Peminjaman Dengan Bunga. Pasal 1765, untuk 
peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan 
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membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga. 
(KUHPerd.505,1250,1754,1768,1975;Rv 344). Pasal 1766, barang siapa sudah 
menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan 
dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan juga tidak dapat 
mengurangkannya dari pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah dibayar itu 
melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang – undang dalam hal ini 
uang kelebihan itu dapat diminta kembali atau dikurangkan dari pinjaman pokok.      
Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk 
membayar bunga terus menerus, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar 
sampai pada saat pengembalian seluruh pinjaman pokok, meskipun pengembalian 
uang pinjaman itu dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut 
perjanjian. (KUHPerd. 1359, 1397, 1404 dst., 1768.). Pasal 1767, ada bunga 
menurut penetapan, undang – undang ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. 
Bunga menurut undang – undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang – 
undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian diperbolehkan melampaui bunga 
menurut undang – undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang – undang. 
(S.1848-22 jo. S. 1849-63; KUHD 147). Besarnya bunga yang ditetapkan dalam 
perjanjian harus dinyatakan secara tertulis. (KUHPerd. 391, 413, 797dst., 1098, 
1250, 1286, 1768, 1780, 1805, 1839, 1975).      Pasal 1768, jika pemberi pinjaman 
memperjanjikan bunga tanpa menentukan besarnya, maka penerima pinjaman 
wajib membayar bunga menurut undang – undang (KUHPerd.1767). Pasal 1769, 
bukti yang menyatakan pembayaran uang pinjaman pokok tanpa menyebutkan 
sesuatu tentang pembayaran bunga, memberi dugaan bahwa bunganya telah 
dilunasi, dan peminjaman dibebaskan dari kewajiban untuk membayarnya. 
(KUHPerd. 1394, 1397, 1438, 1916, 1921). Pasal 1770, perjanjian bunga abadi 
adalah suatu persetujuan bahwa pihak yang memberikan pinjaman uang akan 
menerima pembayaran bunga atas sejumlah uang pokok yang tidak akan 
dimintanya kembali. (KUHPerd. 511-21, 1252, 1394, 1975). Pasal 1771, bunga 
ini pada hakikatnya dapat diangsur. Hanya kedua belah pihak dapat mengadakan 
persetujuan bahwa pengangsuran itu tidak boleh dilakukan sebelum lewat waktu 
tertentu, yang tidak boleh ditetapkan lebih lama dari sepuluh tahun, atau tidak 
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boleh dilakukan sebelum diberitahukan kepada kreditur dengan suatu tenggang 
waktu, yang sebelumnya telah ditetapkan oleh mereka, tetapi tidak boleh lebih 
lama dari satu tahun.(KUHPerd. 751 dst., 1269 dst., 1520; Onteig. 404.). 
3.3 Problematika Yang Muncul dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan 
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor(BPKB) di Koperasi Simpan Pinjam 
Enggal Magetan 
Kesalahan timbul pada saat proses permohonan kredit, karena seharusnya tim 
analisis harus cermat dan berhati – hati dalam memberikan persetujuan pengadaan 
kredit. hal ini melanggar prinsip kehati – hatian yang disebutkan dalam pasal 93 
ayat (1) Undang – Undang No 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian dimana 
disebutkan Koperasi Simpan Pinjam Wajib menerapkan prinsip kehati – hatian. 
Dalam prinsip kehati – hatian terhadap 5C of Credit yang meliputi character, 
capacity, capital, collateral, condition of economy dimana prinsip 5C ini saling 
keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Perjanjian kredit antara para pihak tetap 
sah, namun ketika debitur wanprestasi atau cidera janji, maka terhadap jaminan 
berupa buku pemilik kendaraan bermotor tidak bisa dijual atau dilelang meskipun 
telah dibuat surat kuasa menjual karena atas nama barang jaminan merupakan 
milik pihak ketiga, sehingga ada kemungkinan pengajuan gugatan oleh pihak 
pemilik atas nama barang obyek jaminan kepada debitur maupun kreditur atas 
dasar perbuatan melawan hukum. Dilihat dari aspek jaminan fidusia, berdasarkan 
pasal 29 Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 
dikatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi 
terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan 
cara: Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud 
dengan titel eksekutorial (alas hak eksekusi) adalah tulisan yang mengandung 
putusan pengadilan, yang menjadi dasar untuk penyitaan dan lelang sita tanpa 
perantara hakim, Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas 
kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, Penjualan dibawah tangan yang 
dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan 
cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 
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Namun dengan tidak adanya sertifikat jaminan fidusia, meskipun buku pemilik 
kendaraan bermotor telah dikuasai kreditur, maka kreditur tidak punya hak untuk 
menjual atau melelang barang yang menjadi obyek jaminan tersebut. Penyelesaian 
sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa biasanya melalui mediasi 
kekeluargaan yang merupakan cara yang paling tepat mengingat kedudukan 
barang jaminan yang tidak bisa dieksekusi yaitu dijual atau dilelang. 
 
4. PENUTUP  
Kontruksi hukum dalam perjanjian kredit dengan jaminan buku pemilik kendaraan 
bermotor (BPKB) di koperasi simpan pinjam enggal magetan dibuat dalam bentuk 
tertulis dibawah tangan dengan judul “PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG 
DENGAN MEMAKAI JAMINAN FIDUCIA”. Perjanjian kredit tersebut telah 
sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat bahwa mereka telah 
mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu 
hal tertentu atau sebab yang halal, hal ini sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang 
– Undang Hukum Perdata. 
Tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan 
jaminan buku pemilik kendaraan bermotor di koperasi simpan pinjam enggal 
magetan dengan nomor: 05861/PH/ENG-BYO/X/2018 terjadi setelah perjanjian 
kredit tersebut disetujui dan ditandatangani oleh para pihak yang memuat hak dan 
kewajiban para pihak. 
Problematika yang timbul dalam perjanjian kredit dengan jaminan buku 
pemilik kendaraan bermotor di koperasi simpan pinjam enggal magetan 
ketidaksesuaian atas nama barang yang dijaminkan dengan atas nama debitur atau 
barang obyek jaminan merupakan milik pihak ketiga.  
Dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak kreditur atau koperasi 
simpan pinjam enggal magetan harus memperhatikan klausul – klausul yang tidak 
bertentangan dengan undang – undang. Terutama dalam pengikatan jaminan 
kredit yaitu berupa buku pemilik kendaraan bermotor.       
Dalam hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit dengan 
jaminan buku pemilik kendaraan bermotor, pihak debitur yaitu Sugianto harus 
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lebih memahami isi klausul mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak 
yang harus diterimanya dalam perjanjian kredit serta dalam surat kuasa sebelum 
menyetujui dan menandatangani perjanjian kredit tersebut. 
Dalam problematika yang timbul dalam perjanjian kredit dengan jaminan 
buku pemilik kendaraan bermotor yaitu ketidaksesuaian atas nama barang yang 
dijaminkan dengan atas nama debitur atau barang obyek jaminan merupakan milik 
pihak ketiga. Dalam hal ini seharusnya lebih cermat dan berhati – hati dalam 
memberikan persetujuan pengadaan kredit dengan memperhatikan prinsip kehati – 
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